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CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT
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Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan tabiat yang
cenderung untuk berkumpul dan tidak mampu seorang diri memenuhi segala
kebutuhanya tanpa bantuan orang lain. Ketika manusia berkumpul di
kota-kota dan mereka bergaul, dan karena mereka terdiri dari berbagai

kelompok, maka dalam pergaulan dan kerjasama itu bisa terjadi persaingan
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dan perselisihan. Karena itu Allah menurunkan peraturan-peraturan
dan kewajiban-kewajiban bagi mereka sebagai pedoman yang harus mereka
patuhi, dan mengangkat seorang pemimpin bagi mereka yang bertugas
memelihara peraturan-peraturan itu dan untuk mengurus urusan-urusan
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dengan negara dalam pandangan Islam. Arti seorang pemimpin bagi Islam, ia
adalah pejabat yang bertanggung jawab tentang penegakan perintah-perintah
Islam dan pencegah larangan-larangan-Nya. Dalam pandangan Islam

orientasi seorang pemimpin terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat

"' J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo,
1997), 218.

2 1bid., 219.
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yang dipimpin dalam suatu negara. Dalam hal ini Islam tidak
membeda-bedakan antara kepemimpinan negara dengan kepemimpinan
masyarakat.> Menurut al-Mawardi, Imamah dibutuhkan untuk menggantikan
kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.
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Kebutuhan manusia akan seorang pemimpin sangatlah besar, dan
hal ini pula yang mendasari diciptakannya manusia ialah sebagai khalifah

dimuka bumi, seperti dijelaskan dalam alQuran sebagai berikut:

*http;//santrigusdur.com/2015/06/negara-dan-kepemimpinan-dalam-islam/diakses pada 16
Agustus 2016.

* Imam Mawardi, Ahkmam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi
Press, 2015), 59.
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Artinya: Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka

bumi. Raranogciana vano kafir. Maka (akibat) kekafirannva menimna r]irinya
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maupun yang berhubungan dengan agama. Dalam konsep negara Islam,

syari’at telah menggariskan pentingnya mengangkat seorang pemimpin.

Secara eksplisit Allah menegaskan dalam alquran:

Y5 36 88 el gy ot 3 o5V i
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> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989), 439.
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Artinya: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para
malaikat sesungguhnya Aku (Allah) handak menjadikan khalifah di muka

bumi.” (Qs. al-Bagarah: 30).°

Avat dAi atac menmminklkan hahwa manncia telah diheri tnoag dan
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Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara

% Ibid., 13.
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manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia

akan menyesatkan kau dari jalan Allah”. (QS. Shaad: 26).’

Ayat di atas menunjukkan bahwa keberadaan seorang pemimpin

canoat dihntuhlkan iintulk mencintakan nerdamaian dan menecalklan ]n:lqdilah

\(da beocrapa ‘,cndapat tokoh yang menyatakan Oc 1gnya
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i dalam masalah yang mendatangkan kesejahteraa ereka

lian Ibnu Taymi telah

membuat manfaat agama dan manfaat-manfaat dunia tergantung kepada para

pimpinan, tidak peduli apakah imamah tersebut merupakan salah satu asas

agama ataupun tidak."

" Tbid., 736.
¥ 1. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran..., 240.
? Tbid., 241.

' Ibid., 242.



27

C. Kedudukan Bakal Calon

Di dalam Islam, gubernur tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi diangkat
oleh kepala negara (khalifah). Imam al Mawardi dalam kitabnya, al-Ahkamas
Qulthanivah  memhaoi ouhernur meniadi dna. Pertama  onhernur yang

ernur
narah
‘njadi

‘njadi

‘njadi

yarat

>mpit
wupun
yudak
(bukan orang merdeka).!' Pengakatan Gubernur Provinsi harus dikaji dengan
baik, Jika khalifah yang mengangkatnya maka menteri tafwidhi mempunyai
hak mengawasinya dan memantaunya, menteri tafwidhi tidak boleh

memecatnya atau memutasinya dari provinsi satu ke provinsi yang lain.

" Imam Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam
Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 52.
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Menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya, Nidhamul Hukmi fil

Islam, setidaknya ada tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon
gubernur.'? Yaitu, harus laki-laki, harus merdeka karena kenyataannya
seorang budak tidak memiliki wewenang terhadap dirinya sendiri maka
njadi
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memungut sedekah, mengangkat petugas pajak dan petugas sedekah,

serta menentukan siapa saja yang berhak menerima sedekah.

3. Melindungi agama, mempertahankan tanah suci, dan menjaga agama

dari upaya modifikasi dan konversi.

'2 Suara Islam.com, di akses pada 16 Agustus 2016.
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4. Menegakkan hudud (hukuman) dalam hak-hak Allah dan hak-hak

manusia.

5. Menjadi imam dalam shalaat jum’at dan shalat berjamaah, ia sendiri

vano meniadi imamnva atan mewalkillkan kenada arano lain

cukan

ingga

ada
skitar

ambil
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sebut,
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interuksi dari khalifah. Jika menteri tafwidhi dipecat dari jabatannya

Gubernur Provinsi tetap menjabat sebagai Gubernur Provinsi.

b. Menteri tafwidhi dalam kapasitasnya sebagai wakil khalifah

mengangkat Gubernur Provinsi tersebut. Dalam hal ini menteri tafwidhi

" Imam Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam
Syariat Islam..., 53.
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dibenarkan memecat Gubernur Provinsi tersebut dan menggantinya

berdasarkan ijtihad dan pemikirannya untuk mencari yang terbaik.'*

c. Gubernur Provinsi dibenarkan mengangkat menteri tanfidhi (pelaksana)
nntuk  dirinva denoan atan tanna nercetuninan Lkhalifah. Ta  tidak
atas

atnya

unyai

in ini
lektif
sebut.
dilan,
ndah,
>nteri
keuangan, serta penarikan pajak dan zakat yang dimiliki oleh kaum muslimin.
Selain itu dalam surat al-Syura ayat 38 juga dijelaskan tentang anjuran untuk
bermusyawarah dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat
Islam secara umum dan menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya.

" Ibid
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Kehati-hatian dan selektif dalam memilih pejabat juga dilakukan
oleh Umar bin Khathab yang pernah mengatakan “barang siapa yang
mengangkat seseorang untuk peerkara kaum muslimin maka ia angkat orang

tersebut karena cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada
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sudah tidak dipakai lagi, dan dinasti telah menjadi penguasa.'®

Alasan bahwa bentuk pemerintahan merupakan sebuah ijtihad,

dinasti telah diterima oleh kaum muslimin termasuk ulama terkemuka demi

' Ibnu Taimiyah, Siyasah syar’iyah: Etika Politik Islam, penerjemah: Rofi’ Munawar, (Surabaya:
risalah gusti, 1999), 4.

' Mumtaz Ahmad, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, penerjemah: Ena Hadi, (Bandung:
Mizan, 1996), 97.
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kepentingan umat. Dalam konteks inilah pergeseran dari ahlul hall wal ‘aqdi
ke ahl asy-syawkah sebagaimana dipakai al-Ghazali dan ibnu taimiyah dapat

dipahami."”

Al_Mawardi heranocoanan hahwa nrincin nencalonan imam akan

dalah

milih
wkan
wupun
ysung
pinan
masa
>ndiri
yang
SAW
sendiri tidak menentukan siapa penggantinya sebagai pimpinan ummat Islam
dan bagaimana tata cara pemilihannya. maka terjadilah perbedaan di

kalangan ummat Islam. Jika Imam mengangkat Gubernur untuk salah suatu

17 1bid.

' Imam Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam
Syariat Islam..., 10.
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provinsi maka jabatannya terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan

khusus.'” Jabatan bersifat umum terbagi menjadi dua bagian:

1. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela.

carela
pula.

satu
>pada
antuk
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rikan
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agama dan pelaksana pemerintahan.*

Dapat dikatakan bahwa masa Abu Bakar adalah batu ujian pertama

bagi umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam setelah

" Imam Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam
Syariat Islam..., 52.

*» Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 52.



34

Nabi wafat. Abu Bakar dinilai berhasil membangun sebuah sistim yang

bersih, etis serta mengikutsertakan partisipasi segenap warganya.

Sebagaimana dilukiskan Nurcholish Madjid menilai bahwa
magvarakat nada masa Ahn Rakr khnsuenva dan masvarakat Tslam klasik
1 dan

dan

at. la

1adap

1gkan

rsifat

ngkat
inkan
jjabat
alitas
dan kemampuan dalam bidangtugasnya. Disamping itu aspirasi masyarakat
setempat yang berkembang juga didengar oleh Umar, dengan demikian Umar
menjauhkan dari kebijaksanaan nepotisme dan main drop-dropan dari atas

untuk menentukan pejabat, dalam sebuah kasus Umar pernah memecat

! Nurcholish Madjid, Is/lam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1992), 114.
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Ammar ibn Yasir sebagai gubernur kuffah karena arus bawah merasa tidak

puas atas kepemimpinannya.22

Pada masa khalifah Utsman ibn Affan pada dasarnya garis kebijakan
vano akan dilakeanakan TTteman menoacn nada kehiiakan khalifah Ahu Bakr
untuk
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awan

ngkat
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Kebijaksanaan seperti ini menimbulkan implikasi yang luas

dikalangan umat Islam, pengangkatan gubernur berdasarkan nepotisme
menimbulkan lahirnya gerakan oposisi. Tokoh sahabat yang terkenal sebagai

pengkritik kebijaksanaan Usman adalah Abu Dzar al-Ghifari, dia menentang

2 Muhammad Iqbal, Figh Sivasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., 58.

Z bid., 71.
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Usman terutama karena nepotisme dan kesenjangan ekonomi yang terjadi

dalam pemerintahannya.”*

Pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib hal pertama yang dilakukan

adalah  memberhentikan oubernur-oubernur  vane  dianckat  Utsman
li untu -bagi
a. Ali mengang :njadi
bashrah menggantikan Abdullah ibn Amir, Ui hihab
cufah menggant Ubaidillah ibn ernur
ais ibn S bn Sa’d ib h dan
[ ibn Junaif g aru tidak dengan mulus
1enggantikan pe ar mercka diterima di
tidak ja bahkan nerta
h gubernur Sy gusir Sahl.”
)alam masalah Thalhah dan Zubair, Mughirah mer i agar
sebagai gubernt n Ali
mengabaikan usulan ini sehingga membuat Thalhah dan Zubeir kecewa dan

berakhir dengan tragedi perang berunta. Meskipun demikian, menurut

Nurcholish Madjid pemerintahan Ali merupakan contoh komitmen yang kuat

2 1bid., 73.

* 1bid., 77.
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kepada keadilan sosial dan kerakyatan, disamping kesungguhan di ilmu

pengetahuan.*

*% Nurcholish Madjid, Zs/am Doktrin dan Peradaban..., 14.



